BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 140 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan proses pengelolaan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada
Pemerintah Kabupaten Bantul semakin berkembang,
sehingga perlu dikelola secara lebih efektif dan efisien;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pengelola
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 31);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
S9);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggaran Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor KEP/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman
Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia
Nomor S Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 17 Tahun 2015 tentang Wajib Lapor Harta
Kekayaan Penyelenggaran Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor
17);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2018 Nomor 21);

12. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2017 tentang Wajib
Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah
Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2017 Nomor 2);

13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN BANTUL.

Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) Pemerintah Kabupaten
Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tugas Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU

adalah:

a. melaksanakan koordinasi dengan Komisi
Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam hal
monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat
pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang wajib
melaporkan harta kekayaan;

b. melaksanakan pengelolaan data kepegawaian Pejabat
pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang wajib
melaporkan harta kekayaan;



KETIGA

KEEMPAT

c. mengingatkan kepada Pejabat pada Pemerintah
Kabupaten Bantul yang wajib melaporkan harta
kekayaan untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan
pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN);

d. mengusulkan dan/atau merekomendasikan kepada
Bupati Bantul penjatuhan hukuman disiplin kepada
Pejabat pada Pemerintah Kabupaten Bantul yang tidak
mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
Bantul.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun

Anggaran 2018.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan diBantul
pada tanggal 21 Februari 2018

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro hukum Setda DIY;

anhowb

Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
Kepala BKPP Kabupaten Bantul,

Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN I\EM ERINTAHAN
U-b-Kepala agian Hukum

| \\\v

SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 140 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA

NEGARA KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO | JABATAN DALAM JABATAN DALAM DINAS NAMA
TIM
1. | Pembina Bupati Bantul
2. | Pengarah Wakil Bupati Bantul
3. | Ketua Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
4. | Wakil Ketua I Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul
Wakil Ketua II Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
Sekretaris Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bantul
Anggota 1. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan
Kesejahteraan Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
Pegawai pada Badan  Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bantul
3. Kepala Sub Bidang Pembinaan Pegawai
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Bantul
4. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai
pada Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan
Pelatihan Kabupaten Bantul
Administrator Staf pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan | Muh. Tarom
LHKPN Kabupaten Pelatihan Kabupaten Bantul
Bantul

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO




